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odul 1 ini kita akan mengkaji sejumlah isu sosial-politik dan sosial-

budaya dalam konteks pendidikan dasar. Konsep-konsep yang berasal 

dari disiplin ilmu sosial-politik dan sosial-budaya ini sangat penting dikuasai 

oleh Anda sebagai calon pakar pendidikan dasar. Menguasai materi sosial-

politik dan sosial-budaya sebagai bahan pertimbangan guna mengambil 

keputusan akademik untuk jenjang sekolah dasar secara utuh sangat 

diperlukan dalam lingkup sistem pendidikan nasional. Hal ini disadari bahwa 

masalah pendidikan sekalipun pada jenjang pendidikan dasar tidak steril dari 

pengaruh sosial-politik dan budaya mengingat proses pendidikan berlangsung 

dalam konteks kehidupan masyarakat politik dan masyarakat berbudaya. 

Aristoteles yang hidup tiga ratus tahun sebelum Masehi pernah mengatakan 

bahwa manusia adalah makhluk yang berpolitik (zoon politicon) bahkan 

setiap masyarakat manusia memiliki budaya masing-masing. Proses 

pendidikan yang baik terjadi dalam konteks budaya masyarakat yang tidak 

terlepas dari pengaruh politik masyarakatnya. Oleh karena itu, pemahaman 

yang memadai tentang isu-isu sosial-politik dan sosial-budaya bagi calon 

pakar pendidikan dasar sangat diperlukan.  

Isu-isu sosial politik dan isu-isu sosial budaya memiliki kaitan langsung 

dengan masalah pendidikan dasar karena terkait sangat erat dengan kebijakan 

dan penyelenggaraan pendidikan dasar dalam sistem pendidikan nasional. 

Misalnya, dalam rangka pelaksanaan kurikulum. Pergantian kekuasaan 

membuat kebijakan terkait kurikulum pendidikan dasar juga berganti. 

Modul ini merupakan substansi materi dan pembelajaran modul ke 1 dari 

9 (sembilam) substansi yang harus Anda pelajari dalam Mata Kuliah Studi 

Komparatif Pendidikan Dasar Di Berbagai Negara. Secara khusus dengan 

mempelajari modul ini diharapkan Anda memiliki kompetensi sebagai 

berikut: 

 

M 
 PENDAHULUAN 
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1. Mampu menganalisis sejumlah isu sosial-politik dalam pendidikan dasar 

2. Mampu menganalisis sejumlah isu sosial-budaya dalam pendidikan dasar 

 

Untuk memfasilitasi Anda dalam upaya menguasai kompetensi tersebut, 

dalam Modul ini Anda harus mempelajari dengan seksama substansi dalam 

(2) dua Kegiatan Belajar sebagai berikut. 

1. Kegiatan Belajar 1 

Analisis Isu-isu Sosial-politik Dalam Pendidikan Dasar 

2. Kegiatan Belajar 2 

Analisis Isu-isu Sosial-budaya Dalam Pendidikan Dasar 

 

Untuk mempelajari Modul ini Anda diharapkan mengikuti petunjuk 

khusus belajar sebagai berikut. 

1. Bacalah setiap Kegiatan Belajar (KB) dengan cermat sampai Anda dapat 

menangkap makna dan menguasai kompetensi yang dikembangkan pada 

setiap KB; 

2. Kerjakan Latihan yang terdapat dalam setiap KB dengan baik dan penuh 

kesungguhan sampai Anda memperoleh pengertian yang lebih utuh 

tentang substansi dan proses berpikir yang ada dalam KB tersebut. 

Sekedar untuk memandu Anda dalam mengecek ketepatan latihan, 

disediakan rambu-rambu jawaban latihan yang dapat Anda gunakan 

sebagai pendapat pembanding. Di dalam latihan ini Anda akan diminta 

untuk melakukan berbagai pilihan kegiatan seperti refleksi atau renungan 

sendiri atau berdialog dengan mahasiswa lain, atau bertanya kepada 

tutor, atau mengakses informasi ke berbagai sumber belajar tercetak atau 

elektronik. Dengan cara itu pemahaman Anda tentang teori belajar 

tersebut akan lebih halus dan lebih luas. 

3. Bacalah Rangkuman yang disediakan untuk memberikan ringkasan 

tentang aspek-aspek esensial dari setiap Kegiatan Belajar. Selanjutnya 

Anda juga diminta untuk membuat rangkuman yang menurut Anda 

merupakan inti dari kegiatan belajar tersebut.  

4. Kerjakan Tes Formatif yang disediakan untuk mengecek seberapa jauh 

Anda mencapai tujuan pembelajaran setiap kegiatan belajar tanpa 

melihat Rambu-rambu jawaban yang disediakan. 

5. Bila Anda merasa telah menjawab Tes Formatif dengan baik, 

bandingkanlah jawaban Anda tersebut dengan Rambu-rambu jawaban 

yang disediakan. Bila setelah dihitung ternyata Anda telah mencapai 
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tingkat penguasaan sama atau lebih besar dari 80%, Anda dipersilakan 

untuk meneruskan ke KB berikutnya.  

 

Selamat Belajar 
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Kegiatan Belajar 1 
 

Analisis Isu-isu Sosial-Politik dalam 
Pendidikan Dasar 

 

 

ehidupan manusia dalam konteks negara-bangsa tidak dapat 

dipisahkan dari masalah sosial-politik. Manusia yang selalu hidup 

berkelompok pada masyarakat modern sangat lazim apabila kedudukannya 

sebagai bagian dari keanggotaan sebuah bahkan sejumlah organisasi. Namun, 

organisasi sebagai wahana pengembangan individu dan/atau kolektif bagi 

manusia tersebut dikenal dengan istilah negara sehingga sebagai individu 

manusia tersebut dinamakan warga negara. Secara umum, setiap individu 

manusia memiliki identitas diri sebagai warga dari suatu negara, artinya ia 

memiliki status kewarganegaraan.  

Sebelum lebih jauh membahas masalah atau isu-isu sosial-politik yang 

ada di dalam negeri bahkan antarnegara, ada baiknya diuraikan terlebih 

dahulu makna atau pengertian sosial-politik dalam modul ini. 

Sosial-politik merupakan istilah yang dibangun oleh dua kata “sosial” 

dan “politik”. Secara disiplin ilmu, istilah tersebut sangat erat dengan disiplin 

ilmu sosiologi dan politik. Oleh karena itu, sosial-politik lebih dekat pada 

kata sifat yang bermakna “terkait” dengan masalah atau konteks sosial dan 

politik. Sosial terkait dengan masyarakat sedangkan politik terkait dengan 

kekuasaan atau pemerintahan.  

Dalam makna disiplin ilmu yakni sosiologi-politik, artinya lebih pada 

dua disiplin ilmu yang diintegrasikan, terkait dengan sosiologi dan ilmu 

politik. Maknanya tidak jauh berbeda yakni sebagai kajian keilmuan yang 

bersifat interdisipliner. Istilah interdisipliner dapat bermakna sebagai 

pendekatan dalam mengkaji suatu fenomena. Materi atau bidang kajiannya 

merupakan tema-tema yang terkait dengan masalah kemasyarakatan dan 

politik atau kenegaraan. Tentunya banyak sekali tema-tema yang terkait 

dengan masalah kemasyarakatan dan politik atau pemerintahan dan 

kenegaraan. Masalah kemasyarakatan dapat diidentifikasi menurut ruang dan 

tingkat, sedangkan masalah pemerintahan atau kenegaraan dikelompokkan 

menurut dimensi atau gradasi seperti pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Hegel dan Mark yang mengembangkan teori hubungan problematis 

antara negara dan masyarakat sipil yang bersifat inheren diantara keduanya. 

K 
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Pada abad-abad sebelumnya sudah muncul dari pendapat Adam Ferguson 

dan di abad 17 ada Thomas Hobbes dan John Locke. Namun, Hegel dan 

Mark memiliki konsep yang berbeda di mana ada pemisahan antara negara 

dari institusi-institusi swasta (hal unik dalam sebuah negara modern) 

sehingga muncul sebuah keadilan. Negara harus mampu mengatur demi 

kepentingan keadilan yang ditentukan oleh rakyat bukan sekelompok kecil 

pemimpin politik melalui demokrasi.  

Giddens (1985) telah memberikan pengertian bahwasanya negara itu 

mempunyai sejumlah sumber daya kekuasaan, khususnya berkaitan dengan 

kemampuannya mengawasi warga negara, yang memberikan kemampuan 

pada negara untuk menembus dan mempengaruhi masyarakat sipil. Hal ini 

terkait siapa pemegang kekuasaan dan bagaimana kekuasaan tersebut 

didistribusikan. Oleh karena itu, dengan berkembangnya negara modern 

semakin mencolok pula pemisahan antara negara dan masyarakat sipil 

meskipun menjadi satu relasi yang saling bergantung. 

 

Setelah memahami tentang pengertian sosial-politik. Marilah kita 

temukan fungsi dari kekuasaan negara. Fungsi negara merupakan gambaran 

apa yang dilakukan negara untuk mencapai tujuannya. Menurut Montesquieu 

(Asshiddiqie, 2006: 13) yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi 

kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu: 

1. Kekuasaan legislatif, untuk membuat undang-undang 

2. Kekuasaan eksekutif, untuk melaksanaan undang-undang 

3. Kekuasaan yudikatif, untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati 

(fungsi mengadili).  

4. Fungsi ini populer dengan nama Trias Politica. 

 

Sebelumnya John Locke membagi kekuasaan negara yang berbeda 

isinya, yaitu: 

1. fungsi legislatif, untuk membuat peraturan 

2. fungsi eksekutif, untuk melaksanakan peraturan 

3. fungsi federatif, untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang 

dan damai 

 

Berbeda dengan pendapat di atas, van Vollenhoven (Asshiddiqie, 2006: 

14) membagi fungsi kekuasaan negara dalam 4 fungsi yaitu: 1) regeling 

(pengaturan), identik dengan legislative, 2) bestuur, identik dengan eksekutif, 
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3) rechtpraak (peradilan) dan 4) politie yang menurutnya merupakan fungsi 

untuk menjaga ketertiban dalam masyarkaat dan peri kehidupan bernegara. 

Dimana aturan Vollenhoven terkenal dengan Catur Praja. 

Indonesia terkait fungsi kekuasaan telah tercantum dalam konstitusi, 

UUD NKRI 1945 bahwasanya fungsi kekuasaan negara menganut trias 

politica. 

Tujuan negara menurut Roger H. Soltau, bahwasanya memungkinkan 

rakyatnya dapat berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas 

mungkin (the freest possible development and creative self-expression of its 

member). Harold J. Laski berpendapat berbeda bahwasanya tujuan negara 

adalah “menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai keinginan-

keinginan secara maksimal” (creation of those conditions under which the 

members of the state may attain the maximum satisfaction of their desires) 

(Budiardjo, 2010:54).  

Tujuan negara Indonesia sesuai dengan Alinea IV Pembukaan UUD 

1945, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan 

bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut 

hendak diwujudkan di atas landasan Ketuhanan yang Maha Esa; 

kemanusiaan yang adil dan beradab; persatuan Indonesia; kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 

serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Setelah kita mempelajari konsep negara dan kekuasaanya, selanjutnya 

kita dapat mengupas konsep pemerintahan. Di sinilah perlunya dibedakan 

antara negara sebagai sebuah organisasi yang lebih netral pengertiannya, 

dengan pemerintah sebagai penyelenggara organisasi negara. Pemerintah 

sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya tidak lepas dari 

berbagai kepentingan, seperti kepentingan golongan, kepentingan kelompok, 

bahkan juga kepentingan pribadi, disamping kepentingan bangsa dan negara 

yang semestinya diutamakan.  

Sistem pemerintahan secara teoritis, ada dua klasifikasi bentuk 

pemerintahan modern yaitu kerajaan dan monarki. Namun, pengklasifikasian 

berdasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dibedakan menjadi  

Presidensiil dan Parlementer. 
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A. PRESIDENSIIL  

 

Dalam pemerintahan Presidensial tidak ada pemisahan antara fungsi 

kepala negara dan fungsi kepala pemerintahan, kedua fungsi tersebut 

dijalankan oleh Presiden. Presiden pada sistem Presidensiil dipilih secara 

langsung oleh rakyat atau melalui badan pemilihan dan memiliki masa 

jabatan yang ditentukan oleh konstitusi sehingga presiden tidak bertanggung 

jawab langsung terhadap parlemen. 

 

B. PARLEMENTER 

 

Sistem parlementer dapat dikemukakan enam ciri, yaitu:  

1. Kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlement  

2. Kabinet dibentuk sebagai satu kesatuan dengan tanggung jawab kolektif 

di bawah Perdana Menteri. 

3. Parlemen mempunyai hak konstitusional untuk membubarkan kabinet 

sebelum periode bekerjanya berakhir.  

4. Setiap anggota kabinet adalah anggota parlemen yang terpilih. 

5. Kepala pemerintahan (Perdana Menteri) tidak dipilih langsung oleh 

rakyat, melainkan hanya dipilih dari salah seorang anggota parlemen.  

6. Adanya pemisahan yang tegas antara kepala negara dengan kepala 

pemerintahan. 

 

Setelah memahami arti kekuasaan dan pembagian kekuasaan, maka 

dapat dipahami bahwasanya terdapat hubungan antara negara dengan 

masyarakat sipil (warga negara). Hubungan negara dengan warga negara 

dapat berjalan dengan baik apabila melalui sistem pemerintahan yang 

partisipatoris. 

Isu-isu sosial politik dalam negara maupun antar negara salah satunya 

terkait partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan sebuah wujud 

keterlibatan aktif warga negara dalam proses kepemerintahan. Partisipasi 

politik warga negara sebagai salah satu strategi dalam mengontrol akan 

kekuasaan negara. Sudah kita bahas di atas terkait sifat negara dan 

kekuasaan, di mana memungkinkan berdasarkan sifat tersebut terjadi 

kecenderungan kekuasaan negara mendominasi tanpa ada yang memonitor 

ataupun mengontrol. Partisipasi politik merupakan salah satu indikator dalam 

sebuah negara demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi, maka warga 
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negara sebagai pemegang kedaulatan diharapkan dapat berpartisipasi politik 

dalam kehidupan berbangsa dan negara. 

Tingkatan partisipasi politik yang disampaikan Althoff (2002) dapat 

dipahami bahwa keterlibatan warga negara dalam proses dan kehidupan 

politik memiliki bentuk yang berbeda-beda dengan pengaruh yang juga 

berbeda tergantung pada tindakan yang dilakukan dikaitkan dengan hierarkhi 

partisipasi politik yang tidak bisa dilepaskan dari kesadaran dan pemahaman 

warga negara terhadap politik dan prosesnya. Meskipun, telah terjadi 

berbagai perbedaan pendekatan dalam berbagai teori partisipasi. Pendekatan 

rasional memberikan pendapat bahwasanya berpartisipasi politik memang 

sangat rasional. Rasional di sini sesuai dengan hakikat zoon politicon 

bahwasanya politik adalah kemampuan rasionalitas manusia. Namun, dari 

pandangan lain seperti Green dan Shapiro menyangkal akan pandangan 

rasionalitas karena pandangan rasionalitas hanya cocok untuk kaum yang 

memerintah. Rasionalitas belum dapat menjawab bagaimana rasionalitas 

berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan pendorong yang lainnya. Teori 

demokrasi developmental lebih cenderung digunakan di berbagai negara 

termasuk Indonesia karena partisipasi politik dipandang sebagai individu 

dapat berperan di dalamnya dan dapat mengembangkan kompetensi selain 

politik saja, namun dapat menempa jaringan yang membentuk warga negara.  

Marilah kita lihat bentuk-bentuk partisipasi politik itu sendiri menurut 

Almond Verba (2003) pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 1.1 

Bentuk-bentuk Partisipasi Politik 

Konvensional Non Konvensional 

1. Pemberian suara (voting) 

2. Diskusi politik 

3. Kegiatan kampanye 

4. Membentuk dan bergabung 

dalam kelompok 

kepentingan 

5. Komunikasi individual 

dengan pejabat politik dan 

administratif  

1. Pengajuan petisi 

2. Berdemonstrasi 

3. Konfrontasi 

4. Mogok 

5. Tindakan kekerasan politik terhadap 

harta benda (perusakan 

pengeboman, pembakaran) 

6. Tindakan kekerasan politik terhadap 

manusia (penculikan, pembunuhan) 

7. Perang gerilya dan revolusi 

Sumber: Almond (2003: 58) 
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Bagi calon pakar pendidikan dasar perlu memahami isu sosial politik 

khususnya terkait partisipasi politik warga negara. Dalam memahami 

partisipasi politik dan bentuk partisipasi politik menjadi lebih kuat dalam 

memberikan pemahaman kepada siswa maupun pembelajarannya secara tepat 

sehingga membentuk warga negara yang partisipatori, kritis, dan bertanggung 

jawab. Saat ini media massa, elektronik, internet, media sosial telah 

memainkan peran penting dalam membentuk sikap politik bagi warga 

negaranya, meskipun kebenaran informasi dari media-media yang ada belum 

tentu kebenarannya dan kadang menjadi alat politik bagi para pemangku 

kepentingan politik.  

Beck dalam Faulks Keith (2010) memberikan gambaran proses 

individualisasi setiap warga negara saat ini tidak tergantung oleh organisasi 

maupun perkumpulan-perkumpulan dalam membentuk sikap politik. 

Disinilah peran penting dari calon pakar pendidikan dasar dalam membentuk 

sikap politik generasi muda sejak dini sehingga tidak terjadi skeptis terhadap 

pemerintahan ataupun ketidakpercayaan terhadap politisi di negara ini. Sikap 

skeptis dapat menimbulkan kecenderungan terjadi penurunan keinginan 

warga untuk kritis dalam mengawasi lembaga politik.  

Indonesia menganut demokrasi langsung yang dapat dilihat dalam 

pemilihan yang dilakukan secara langsung baik pemilu maupun pemilihan 

kepala daerah. Pemilihan secara langsung sebagai salah satu instrumen untuk 

meningkatkan participatory democracy dan memenuhi semua unsur yang 

diharapkan. Salah satu isu sosial politik yang cocok untuk tipe demokrasi di 

Indonesia adalah dampak Information Communication Technology (ICT) 

dalam demokrasi di Indonesia. Salah satu potensi yang signifikan dalam 

meningkatkan partisipasi politik adalah memanfaatkan perkembangan ICT. 

Dengan adanya ICT orang dapat mengungkapkan pendapatnya melalui 

media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu strategi 

marketing pada pemilihan kepala daerah di X dipengaruhi oleh ICT sebagai 

media kampanye. Budge dalam Faulks Keith (2010) mengungkapkan 

bahwa dengan perkembangan ICT yang menghilangkan batas ruang, waktu 

dan ukuran memungkinkan membentuk partisipasi politik warga negara 

secara langsung .  

Selain terkait partisipasi politik, seiring perubahan sosial politik yang 

dipengaruhi oleh globalisasi memberikan dampak pada berbagai aspek 

kehidupan. Zaman Orde Baru telah memberikan kontribusi baik secara 

internal maupun eksternal dalam masyarakat Indonesia sebagai pengaruh dari 



1.10 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara  

sistem politik. Nasionalisme pada pos kolonial dan pos autoritarian di 

Indonesia sudah tidak lagi terbentuk atas dasar primordial, agama, dan nilai-

nilai sejarah. Tetapi konsep nasionalisme itu sendiri berkembang dari aspek 

globalisasi dan demokrasi skala lokal. Setiap warga negara sebaiknya lebih 

memahami bahwa globalisasi membawa informasi yang cukup pesat, 

pengetahuan, ide-ide baru, penjualan produk-produk (perdagangan), tetapi 

hal tersebut tidak secara otomatis membuat perlindungan, muncul isu-isu, 

hak-hak dan partisipasi yang bertolak belakang dari konsep globalisasi. 

Selain itu, globalisasi berdampak pada kewarganegaraan dunia, Pufendor dan 

Vatel (Linkalter A, 2002) berpendapat bahwa kewajiban terhadap sesama 

warga negara lebih penting daripada kewajiban terhadap umat manusia. 

Tidak ada tanggung jawab moral personal dan kewajiban-kewajiban global 

yang berhubungan dengan kewarganegaraan dunia atau warga negara global 

sebagai nilai-nilai universal. Era pos kolonial di berbagai negara termasuk 

Indonesia juga telah dipengaruhi oleh demokrasi lokalisme, dan kemudian 

berkembang yang turut dipengaruhi dan mendapatkan tantangan untuk 

menemukan identitas dan perbedaan (Isin dan Turner, 2002: 2). 

Isu sosial dan politik yang terjadi saat ini terkait komitmen kepada nilai 

kultural, simbol kelompok, dan negara yang sakral sebagai refleksi identitas 

nasional merupakan sumber loyalitas kepada sistem yang bersifat 

sentimental, sedangkan komitmen kepada institusi melalui peran-peran sosial 

sebagai promosi kebutuhan dan kepentingan khalayak di mana keberterimaan 

berdasarkan kepatuhan kepada hukum merupakan loyalitas kepada sistem 

yang bersifat instrumental. Implementasi di Indonesia menurut pendapat 

penulis belum ideal karena sejak Indonesia merdeka sampai hari ini dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sering terjadi fenomena 

yang memperlemah komitmen bangsa baik secara sentimental maupun 

instrumental atau integrasi bangsa seperti semakin lemahnya rasa 

nasionalisme yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, konflik 

sosial-kultural; etnosentrisme yang mengemuka dalam pelaksanaan 

desentralisasi; polarisasi kehidupan politik dengan sistem multi partai; 

rebutan tokoh organisasi masa besar dalam pencalonan presiden dan wakil 

presiden; demonstrasi yang selalu cenderung brutal dan destruktif; tawuran 

antar kampung/kawasan dan antar sekolah/ kampus, hukum yang dapat 

diperjualbelikan sehingga semakin besar warga negara kurang percaya 

terhadap peradilan di Indonesia (contoh yang marak di media sosial dan 

kabar adalah pemerintah kalah dalam proses peradilan pembakaran hutan dan 
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hakim PN “pembakaran hutan tidak merusak lingkungan karena bisa 

ditanami lagi”), kurangnya kesadaran hukum masyarakat (pelanggaran 

rambu-rambu lalu lintas yang sudah menjadi kebiasaan), banyaknya kasus 

korupsi yang dilakukan oleh pejabat baik eksekutif, yudikatif maupun 

legislatif sehingga membuat warga negara Indonesia tau masyarakat 

Indonesia kecewa dan muncul sikap apatis terhadap kejadian yang terjadi di 

Indonesia, demokratisasi yang cenderung liberal (melewati batas etika dan 

sopan santun) sehingga menimbulkan sikap yang lebih egois dan selalu 

menuntut hak. 

Berdasarkan persektif sosiologi menurut Budimansyah (2008) ternyata 

pada masa reformasi telah terjadi perubahan terhadap tatanan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Dalam artian reformasi di sini adalah memperbaiki 

terhadap unsur-unsur yang sudah rusak seperti hak asasi manusia yang mana 

tetap mempertahankan elemen budaya dasar (bentuk budaya masyarakat) 

yang masih bersifat fungsional. Artinya, tetap terjadinya perubahan sosial 

yang tetap mempertahankan “cultural continuity” dengan unsur yang 

terpenting adalah tetap mempertahankan kesepakatan-kesepakatan nilai 

(commonality of values) yang telah disepakati sejak Indonesia merdeka 

sehingga terjadi pergeseran-pergeseran yaitu:  

 

1. Pergeseran Struktur Kekuasan:  

Kekuaasan Otokrasi Menjadi Oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada 

sekelompok kecil elit (contoh partai pemenang pemilu yang menguasai 

elit politik dan bagian elit tersebut mendapatkan pengecualian dalam 

hukum. Sebagai contoh aturan  “tidak boleh pejabat pemerintah rangkap 

jabatan dengan pengurus partai” namun salah satu menteri Kebinet Kerja 

masih tetap tercatat 3 jabatan yaitu menteri, pengurus partai dan anggota 

DPR), sementara sebagian besar rakyat (demos) tetap jauh dari sumber-

sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, informasi dsb). Krisis 

dalam representative democracy dan civil society. 

 

2. Kebencian Sosial Yang Tersembunyi (Socio–Cultural Animosity). 

Pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung 

fanatik Orba dengan pendukung Reformasi, tetapi justru meluas antar 

suku, agama, kelas sosial, kampung dan sebagainya. Sifatnyapun bukan 

vertikal antara kelas atas dan bawah tetapi justru lebih sering horizontal, 

antarrakyat kecil, sehingga konflik yang terjadi bukan konflik yang 
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korektif tetapi destruktif (tidak fungsional tetapi disfungsional). Kita 

menjadi “self destroying nation”. 

a. Konflik sosial yang terjadi di Indonesia bukan hanya konflik terbuka 

(manifest conflict) tetapi lebih berbahaya lagi adalah “hidden atau 

latent conflict” antara berbagai golongan. 

b. Cultural animosity adalah suatu kebencian budaya yang bersumber 

dari perbedaan ciri budaya tetapi juga perbedaan nasib yang 

diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur 

keinginan balas dendam. Konflik tersembunyi ini bersifat laten 

karena terdapat mekanisme sosialisasi kebencian yang berlangsung 

dihampir seluruh pranata sosialisasi (agent of socialization) di 

masyarakat (mulai dari keluarga, sekolah, kampung, tempat ibadah, 

media massa, organisasi massa, organisasi politik dan sebagainya). 

c. Kita belum berhasil menciptakan kesepakatan budaya (civic culture) 

d. Persoalannya adalah proses integrasi bangsa kita yang kurang 

mengembangkan kesepakatan nilai secara alamiah dan partisipatif 

(integrasi normatif), tetapi lebih mengandalkan pendekatan 

kekuasaan (integrasi koersif). 

 

Perlu kita analisa lebih dalam bagaimana solusi alternatif yang harus 

ditawarkan terkait masalah sosial politik saat ini adalah: 

1. Mempertimbangkan persoalan di atas, nampaknya suatu “socio-cultural 

policy” dan “socio-cultural” planning yang berdasarkan analisis 

sosiologis-antropologis yang mendalam dan metode pemecahan masalah 

yang dipelajari dari berbagai pengalaman bangsa lain sangat diperlukan;  

2. Perlunya perangkat hukum sebagai regulasi yang mampu memandu 

secara sinergis seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan wahana 

sosial-kultural-pedagogis yang secara sistematis dan sistemik potensial 

sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap proses “nation and 

character building” Indonesia sesuai dengan nilai, norma, konsep, dan 

prinsip yang inherent dalam Pancasila dan UUD 1945;  

3. Pembentukan komunitas masyarakat sebagai modal sosial diangggap 

tepat untuk mengembangkan dan membudayakan budaya gotong-

royong, karena sebagaimana dijelaskan Mangunharja (1997: 222) bahwa 

modal sosial suatu masyarakat berakar pada kohesi sosial dan keinginan 

untuk melakukan tindakan atau investasi sosial bagi komunitasnya. 

Selain itu, komunitas juga sarat dengan nilai kesetiakawanan yang 
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mampu menggerakan seluruh elemen komunitas untuk melaksanakan 

pekerjaan bersama untuk kepentingan bersama sebagaimana konsepsi 

gotong-royong; 

4. Perlunya pendidikan dan kebudayaan berfungsi untuk meningkatkan 

harkat dan martabat kepribadian manusia (mikro), sekaligus 

meningkatkan kebudayaan nasional (makro), terpadu dengan 

peningkatan kualitas dan martabat kemanusiaan sebagai makhluk 

berbudaya, beradab, bermoral dan bermartabat (universal). Dalam visi-

misi NKRI terkenal ungkapan: nation and character building. 

Karenanya, secara kelembagaan Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan mengemban visi-misi mendasar untuk mengembangkan 

nilai: moral, mental kepribadian manusia dengan penguasaan IPTEKS 

yang memadai. Secara mikro (personal, keluarga) cukup jelas bagaimana 

fungsi dan nilai pendidikan bagi terbinanya kepribadian manusia yang 

(berkualitas) memadai. Secara umum pribadi manusia diharapkan 

bersamaan dengan pertumbuhan jasmani-rokhani yang sehat dan kuat, 

maka secara sosial dan kultural manusia juga cukup dewasa dan mandiri. 

Selanjutnya menjadi cita-cita orang tua (keluarga) putera puterinya 

diharapkan menjadi manusia yang berkepribadian sebagai subyek moral 

(berakhlak mulia). Secara makro (nasional) maka manusia diakui dalam 

kedudukannya sebagai warganegara, diharapkan menjadi manusia 

sebagai subyek hukum dalam makna mampu aktif (partisipatif) 

menegakkan tatanan demokrasi yang menjadi asas normatif 

ketatanegaraan secara universal. Istimewa bagi bangsa Indonesia, yang 

menganut asas filosofis-ideologis Pancasila, sebagaimana diamanatkan 

di dalam konstitusi (UUD45) maka kedudukan manusia adalah scbagai 

pemangku kedaulatan rakyat. Asas dan praktik kedaulatan rakyat dalam 

negara RI bersumber, dijiwai dan berlandaskan asas filosofis- ideologis 

Pancasila dan dipandu konstitusi. 

 

 

 

 

 

Banyak masalah yang terkait dengan konsep sosial politik akhir-akhir ini 

terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti diselenggarakannya 

pemilihan kepala daerah langsung secara serentak yang dilaksankan pada 

LATIHAN  

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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tanggal 8 Desember 2015, korupsi, suap, dsb. Tugas Anda untuk memilih 

masalah-masalah sosial politik kemudian analisalah dan berikan solusinya. 

 

Petunjuk Pengerjaan Latihan 

 

Untuk melaksanakan tugas latihan di atas, Anda dapat membentuk 

kelompok diskusi, masing-masing tidak lebih dari empat orang, lalu 

rundingkan masalah apa yang tepat (cocok) bagi peserta didik SD, kemudian 

diskusikan dengan sesama anggota kelompok, model apakah yang akan 

dipilih dan buatlah desian pembelajarannya. 

 

 

 

Sosial politik adalah dua disiplin ilmu yang diintegrasikan, terkait 

dengan sosiologi dan ilmu politik sebagai ilmu interdisipliner yaitu 

mempelajari masalah kemasyarakatan dan politik atau kenegaraan. Salah 

satu syarat berdirinya sebuah negara adalah warga negara. Banyak 

perbedaan pendapat dari berbagai ahli terkait hubungan antara negara 

dan warga negara. Dalam negara modern telah ada pemisahan secara 

jelas antara negara dan warga negara meskipun menjadi satu relasi yang 

saling bergantung. Hubungan negara dan warga negara pasti erat 

kaitannya dengan pemegang kekuasaan. Giddens memberikan 

pernyataan bahwasanya negara pemilik sumber daya kekuasaan sehingga 

pembagian kekuasaan negara Indonesia terkenal dengan trias politica. 

Untuk mewujudkan keselarasan khususnya untuk kesejahteraan warga 

negara maka tujuan negara Indonesia telah termuat dalam alinea IV 

Pembukaan UUD 1945 NKRI. Isu-isu sosial politik yang tidak lepas dari 

kekuasaan adalah partisipasi politik warga negaranya. Partisipasi politik 

terdiri dari berbagai macam baik secara aktif maupun pasif. Partisipasi 

politik baik di dalam negeri maupun di luar negeri akhir-akhir ini 

dipengaruhi oleh perkembangan ICT. Oleh karena itu, dengan 

mengetahui isu-isu sosial politik yang sedang berkembang saat ini baik 

dalam negeri maupun luar negeri dapat memberikan kepada peserta didik 

pencerahan secara ilmiah makna dari “melek politik” dan keberfungsian 

warga negara dalam sebuah kenegaraan. 

Pembelajaran analisis sosial-politik dianjurkan menggunakan 

pendekatan inkuiri yang pada hakikatnya adalah “bertanya” atau 

“mempertanyakan”. Pembelajaran inkuiri dapat divariasikan dengan 

model keterampilan berpikir kritis dan kreatif dengan mengambil tema 

RANGKUMAN 
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dan/atau masalah yang sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir 

peserta didik dan konteks kehidupan serta lingkungannya.  

Guru dapat menyesuaikan masalah dan metode pemecahan masalah 

untuk pembelajaran inkuiri menurut kondisi/tingkat kemampuan siswa. 

Mulai yang sederhana sampai pada masalah yang sifatnya kompleks 

sehingga memerlukan metode pemecahan masalah yang tepat.  

Model pembelajaran yang sesuai dengan konteks kehidupan saat ini, 

yang bercirikan banyaknya masalah-masalah dalam penyelenggaraan 

negara yang berhubungan dengan warga negara atau keikutsertaan 

masyarakat, maka model pemecahan masalah (problem solving) dapat 

menjadi alternatif. Namun, masalah yang dipecahkan tetaplah masalah 

yang relevan dengan dunia peserta didik.  

 

 

 

 

 

1) Coba tentukan masalah sosial politik yang terjadi akhir-akhir ini di tanah 

air dari sejumlah masalah yang ada! 

 

2) Apa model pembelajaran yang cocok untuk menyelenggarakan proses 

pembelajaran dalam rangka memberi pemahaman dan memecahkan 

masalah bagi para peserta didik tersebut? 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif  yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Apabila mencapai tingkat penguasaan 

75% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! 

Jika masih di bawah 75%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar, 

terutama bagian yang belum dikuasai. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TES FORMATIF 1 
 

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat dan akurat! 
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Kegiatan Belajar 2 
 

Analisis Isu-isu Sosial-Budaya dalam 
Pendidikan Dasar 

 

 

ebagaimana telah dikemukakan pada Kegiatan Belajar 1  bahwa konsep 

sosial politik adalah dua ilmu, yaitu sosiologi dan politik yang 

terintegrasikan yang membabahas terkait permasalahan kemasyarakatan dan 

kenegaraan. Maka, pada Kegiatan Belajar 2 ini kita lanjutkan pada konsep 

sosial budaya. Sama halnya dengan konsep sosial politik yang terdiri dari dua 

limu yang terintegrasikan, yaitu ilmu sosiologi dan budaya. Calon pakar 

pendidikan dasar perlu mengetahui isu-isu sosial budaya yang terjadi di 

Indonesia, sehingga mulai pendidikan tingkat rendah ditanamkan nilai-nilai 

sosial budaya. Akhir-akhir ini menjadi keresahan di berbagai dunia 

pendidikan terkait penggunaan bahasa yang kasar oleh siswa maupun 

mahasiswa, tawuran, pelanggaran lalu lintas, narkoba dan lain sebagainya. 

Sebelum lebih lanjut membahas bagaimana strategi dalam mengatasi isu-isu 

sosial budaya yang negatif kita harus pahami terlebih dahulu makna akan 

sosial budaya.  

Marilah kita pahami dari konsep sosial dan budaya. Sosial dalam arti 

masyarakat atau kemasyarakatan berarti segala sesuatu yang bertalian dengan 

sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok 

orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur organisasi, nilai-nilai sosial 

dan aspirasi hidup serta bagaiman cara mencapainya. Arti budaya, kultur atau 

kebudayaan adalah cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara 

timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya yang di dalamnya sudah 

tercakup pula segala hasil dari cipta, rasa, karsa dan karya, baik yang fisik, 

materiil maupun yang psikologis, idiil, dan spritual. 

 

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pengertian sosial budaya 

mencakup: 

1. Segi kemasyarakatan, pengertian kemasyarakatan pada hakikatnya 

adalah merupakan pergaulan hidup manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, 

sepenganggungan dan solidaritas yang merupakan unsur pemersatu 

kelompok sosial. 

S 
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2. Segi Kebudayaan. Hakikat budaya adalah sistem nilai yang merupakan 

hasil hubungan manusia dengan cipta, rasa dan karsa yang 

menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta kekuatan pendukung dan 

penggerak kehidupan.  

 

Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian sistem sosial budaya 

merupakan suatu keseluruhan dari unsur-unsur tata nilai, tata sosial, dan tata 

laku manusia yang saling berkaitan dan masing-masing unsur bekerja secara 

mandiri serta bersama-sama satu sama lain saling mendukung untuk 

mencapai tujuan hidup manusia dalam masyarakat. 

Isu-isu sosial budaya dalam penganalisaannya dapat dilihat dari berbagai 

perspektif pendekatan. Pendekatan fungsionalisme struktural atau lebih 

popular dengan struktural fungsional merupakan hasil pengaruh yang sangat 

kuat dari teori sistem umum di mana pendekatan fungsionalisme yang 

diadopsi dari ilmu yang menekankan pengkajiannya tentang cara-cara 

mengorganisasikan dan mempertahankan sistem.  

Fungsionalisme struktural atau analisa sistem pada prinsipnya berkisar 

pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan 

konsep struktur. Perkataan fungsi digunakan dalam berbagai bidang 

kehidupan manusia, menunjukkan kepada aktivitas dan dinamika manusia 

dalam mencapai tujuan hidupnya.  

Robert Nisbet menyatakan bahwa fungsionalisme struktural adalah satu 

bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad 

sekarang. Dalam fungsionalisme struktural dan fungsional tidak selalu perlu 

dihubungkan, meski keduanya biasanya dihubungkan. Kita dapat 

mempelajari struktur masyarakat tanpa memperhatikan fungsinya atau 

akibatnya terhadap struktur lain.  

Pembahasan teori fungsionalisme struktural Parson diawali dengan 

empat skema penting mengenai fungsi untuk semua sistem tindakan, skema 

tersebut dikenal dengan sebutan skema AGIL.  

 

Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu fungsi yang sedang 

dibicarakan disini. Fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah 

pemenuhan kebutuhan sistem. Menurut Parson ada empat fungsi penting 

yang mutlak dibutuhkan bagi semua system sosial, meliputi adaptasi (A), 

pencapaian tujuan atau goal attainment (G), integrasi (I), dan Latensi (L). 
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Empat fungsi tersebut wajib dimiliki oleh semua sistem agar tetap bertahan 

(survive). Berikut penjelasan setiap fungsi.  

 Adaptation: fungsi yang amat penting di sini sistem harus dapat 

beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang gawat, 

dan sistem harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan juga dapat 

menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannnya.  

 Goal Attainment: pencapainan tujuan sangat penting, di mana sistem 

harus bisa mendifinisikan dan mencapai tujuan utamanya.  

 Integration: artinya sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga 

hubungan antar bagian-bagian yang menjadi komponennya, selain itu 

mengatur dan mengelola ketiga fungsi (AGL).  

 Latency: laten berarti sistem harus mampu berfungsi sebagai pemelihara 

pola. Sebuah sistem harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-

pola individu dan kultural. 

 

Pertama adaptasi dilaksanakan oleh perilaku manusia dengan cara 

melaksanakan fungsi adaptasi dengan cara menyesuaikan diri dan mengubah 

lingkungan eksternal. Fungsi pencapaian tujuan atau Goal Attainment 

difungsikan oleh sistem kepribadian dengan menetapkan tujuan sistem dan 

memobilisai sumber daya untuk mencapainya. Fungsi integrasi dilakukan 

oleh sistem sosial, dan laten difungsikan sistem cultural. Pertanyaan yang 

muncul, Bagaimana sistem kultural bekerja? 

 Jawabannya adalah dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan 

nilai yang memotivasi aktor untuk bertindak. Tingkat integrasi terjadi dengan 

dua cara, pertama: masing-masing tingkat yang paling bawah menyediakan 

kebutuhan kondisi maupun kekuatan yang dibutuhkan untuk tingkat atas. 

Tingkat yang di atasnya berfungsi mengawasi dan mengendalikan tingkat 

yang ada di bawahnya. Parson memberikan jawaban atas masalah yang ada 

pada fungsionalisme struktural dengan menjelaskan beberapa asumsi sebagai 

berikut;  

1. sistem mempunyai property keteraturan dan bagian-bagian yang saling 

tergantung.  

2. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri 

atau keseimbangan.  

3. Sistem bergerak statis, artinya ia akan bergerak pada proses perubahan 

yang teratur.  
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4. Sifat dasar bagian suatu sistem akan mempengaruhi begian-bagian 

lainnya.  

5. Sistem akan memelihara batas-batas dengan lingkungannya.  

6. Alokasi dan integrasi merupakan dua hal penting yang dibutuhkan untuk 

memelihara keseimbangan sistem.  

7. Sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri yang 

meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-

bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang 

berbeda dan mengendalikan kecenderungan untuk mengubah sistem dari 

dalam. 

 

Asumsi Parsons menempatkan analisis sruktur keteraturan masyarakat 

pada prioritas utama. Dengan demikian ia sedikit sekali memperhatikan 

masalah perubahan sosial.  

Pandangan Robert K. Merton, sebagai seorang yang mungkin dianggap 

lebih dari ahli teori lainnya telah mengembangkan pernyataan mendasar dan 

jelas tentang teori-teori fungsionalisme. Merton adalah seorang pendukung 

yang mengajukan tuntutan lebih terbatas bagi perspektif ini.  

 

Merton mengemukakan tiga postulat yang ia kutip dari analisa 

fungsional dan disempurnakannya, diantaranya ialah: 

 postulat pertama, adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat 

dibatasi sebagai suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial 

bekerjasama dalam suatu tingkatan keselarasan atau konsistensi internal 

yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak 

dapat diatasi atau diatur. Atas postulat ini Merton memberikan koreksi 

bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari satu masyarakat adalah 

bertentangan dengan fakta. Hal ini disebabkan karena dalam 

kenyataannya dapat terjadi sesuatu yang fungsional bagi satu kelompok, 

tetapi dapat pula bersifat disfungsional bagi kelompok yang lain 

 postulat kedua, yaitu fungionalisme universal yang menganggap bahwa 

seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-

fungsi positif. Terhadap postulat ini dikatakan bahwa sebetulnya di 

samping fungsi positif dari sistem sosial terdapat juga dwifungsi. 

Beberapa perilaku sosial dapat dikategorikan ke dalam bentuk atau sifat 

disfungsi ini. Dengan demikian dalam analisis keduanya harus 

dipertimbangkan. 
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 postulat ketiga, yaitu indispensability yang menyatakan bahwa dalam 

setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek materiil dan 

kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah 

tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak 

dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Menurut 

Merton, postulat yang ketiga ini masih kabur, belum jelas apakah suatu 

fungsi merupakan keharusan.  

 

Stuktur sosial dan anomie salah satu sumbangan Merton paling terkenal 

terhadap fungsionalisme struktural dan terhadap sosiologi pada umumnya ( 

Adler dan Laufer, 1995; Merton, 1995; Menhard, 1995 ) perlu dicatat bahwa 

karya Merton tentang anomie tersirat sikap kritis terhadap stratifikasi sosial ( 

misalnya, blockade terhadap sumber sesuatu yang dibutuhkan masyarakat ). 

Oleh karena itu, ketika David dan Moore menyetujui stratifikasi sosial karya 

Merton justru mengindikasikan fungsionalisme struktural dapat bersifat kritis 

terhadap stratifikasi sosial. 

Pendekatan-pendekatan tersebut dapat dijadikan pisau analisa dalam 

memahami dan memecahkan masalah dalam isu-isu sosial budaya di 

Indonesia yang berbagai macam. Salah satu isu sosial budaya Indonesia 

adalah “Integrasi Nasional” mewujudkan masyarakat Indonesia yang plural 

sebagai suatu sistem sosial sosial budaya (suatu kesatuan) memang bukan hal 

yang mudah. Dengan demikian implementasi nilai-nilai Pancasila ke dalam 

sistem sosial budaya Indonesia bukan tanpa memerlukan waktu. 

Pada masa kini, gejala aneka warna masyarakat Indonesia masih 

merupakan realita, maka memupuk persatuan dan kesatuan bangsa dengan 

lebih dahulu mengakui dan menghormati semua variasi kebudayaan yang ada 

di negara Indonesia kemudian mencoba mencapai pengertian sebanyak 

mungkin aneka warna manusia dan kebudayaan di Indonesia. 

Pluralitas masyarakat Indonesia yang terbentuk sejak awal ternyata 

mengendalikan proses pengintegrasian horisontal bangsa Indonesia, 

sedangkan stratifikasi (pelapisan) sosial yang telah mengkristal secara alami, 

menghambat tumbuhnya integrasi yang vertikal. Kebhinekaan yang relatif 

lestari tersebut, pada sisi yang lain, menguatkan latenitas sumber konflik, 

yang pada gilirannya tak mengenakkan pembangunan sosial, politik, dan 

ekonomi. Konflik adalah bawaan suatu bangsa, apalagi dengan sifat yang 

bhineka. Akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi upaya kita untuk mencari 

faktor-faktor yang mampu mengintegrasikan bangsa ini sehingga menjadi 
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satu kesatuan yang utuh untuk berkata satu bahasa dan bertindak satu 

perilaku yang selaras. 

Apabila memperhatikan bangsa dan negara lain yang juga plural dan 

sedang memahami konflik karena faktor bahasa maka sangat beruntung 

kiranya bahwa masyarakat Indonesia telah memiliki satu bahasa yang berada 

di atas bahasa-bahasa daerah, yang sudah tentu mempunyai daya integrasi. 

Selanjutnya, bersama-sama dengan tumbuhnya konsensus nasional 

mengenai nilai-nilai nasionalisme Pancasila yang senantiasa bertanggapan 

secara dinamis dengan mekanisme pengendalian konflik yang bersifat 

coercive, maka struktur masyarakat Indonesia yang majemuk itu telah 

menjadi landasan mengapa masyarakat Indonesia tetap dapat lestari dari 

masa ke masa padahal tantangan dan pertentangan begitu banyak. 

 

 

 

 

 

 

Masalah sosial budaya semakin hari terus meningkat yang mengancam 

integrasi bangsa Indonesia seperti kasus tawuran di berbagai kalangan, kasus 

penggunaan bahasa kasar, pelanggaran lalu lintas, narkoba, konflik agama, 

dll. Tugas Anda memilih masalah-masalah sosisal budaya yang sesuai 

dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik SD! 

 

Petunjuk Pengerjaan Latihan 

 

Untuk melaksanakan tugas latihan di atas, Anda dapat membentuk 

kelompok diskusi, masing-masing tidak lebih dari empat orang, lalu 

rundingkan masalah apa yang tepat (cocok) bagi peserta didik SD, kemudian 

diskusikan dengan sesama anggota kelompok, model apakah yang akan 

dipilih dan buatlah desian pembelajarannya. 

 

 

 

 

Konsep sosial budaya merupakan dua ilmu yang terintegrasi. 

Pengertian sistem sosial budaya merupakan suatu keseluruhan dari 

LATIHAN  

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 

 

RANGKUMAN 
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unsur-unsur tata nilai, tata sosial, dan tata laku manusia yang saling 

berkaitan dan masing-masing unsur bekerja secara mandiri serta 

bersama-sama satu sama lain saling mendukung untuk mencapai tujuan 

hidup manusia dalam masyarakat. Isu-isu sosial budaya merupakan isu 

yang tidak pernah berhenti. Penganalisaan dan pembahasan terhadap isu-

isu sosial budaya perlu ada teori yang mendukung seperti teori 

fungsionalisme struktural yang menurut Talcot Parsons yang terkenal 

dengan AGIL; Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latent. Selain 

itu, pendapat K Merton tentang fungsionalisme struktural yang berkaitan 

dengan stratifikasi sosial.  

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif  yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Apabila mencapai tingkat penguasaan 

75% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! 

Jika masih di bawah 75%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar, 

terutama bagian yang belum dikuasai. 

 

 

 

 

 

1) Coba tentukan maslaah social budaya yang terjadi di sekolah Anda, yang 

sesuai dengan pola piker peserta didik. 

 

2) Model pembelajaran apakah yang cocok untuk menyelenggarakan proses 

pembelajaran dalam rangka memberi pemahaman dan pemecahan 

masalah bagi para peserta didik? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

TES FORMATIF 2 
 

Jawablah Pertanyaan berikut dengan tepat dan akurat 
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Kunci Jawaban Tes Formatif 
 

Tes Formatif 1 

 

1) Contoh: Masalah yang diambil terkait isu-isu sosial politik adalah 

masalah partisipasi warga negara dalam pemilihan kepala daerah secara 

langsung dan serentak dan bagaimana efisiensi anggaran dapat terwujud. 

 

Pertama; yang harus diketahui adalah dasar kebijakan yang mengatur 

tentang pemilihan kepala daerah secara langsung. 

 

Kedua; Cari data seberapa besar tingkat partisipasi politik warga negara 

dalam pemilihan umum maupun kepala daerah, ternyata hasil penelitian 

menunjukkan khusus di Prov X tingkat pasrtisipasi politiknya sebesar 

70% dan dicari tau alasannya serta kaitkan dengan teori pendukung 

seperti ternyata sudah mulai menurun tingkat kepercayaan warga 

terhadap politikus (Thomassen, 1995), menurunnya loyalitas kepada 

partai politik sehingga kandidat dengan mudah pindah partai politik 

diperkuat dengan teori Scmitt dan Holmerg (1995). 

 

Ketiga; Identifikasikan dalam bentuk apa partisipasi politik warga 

negara seperti yang diungkapkan Almond Verba ada yang konvensional 

dan non konvesional; ternyata hasil penelitian menunjukkan tingkat 

partisipasi tertinggi pada keikutsertaan kampanye baik secara on line 

(pemanfaatan ICT) maupun konvensional kampaye langsung ke 

masyarakat. 

 

Keempat; pemberian solusi dalam peningkatan partisipasi warga negara 

dalam pemilih sesuai dengan perkembangan globalisasi. Salah satunya 

demokrasi melalui ICT. Hal ini sesuai teori Budge (1996) pemilihan 

langsung dengan efisiensi anggaran dapat menggunakan ICT yang 

memang membuat batas ruang, waktu, dan ukuran. Selama ini di 

Indonesia telah memanfaatkan ICT dalam “marketing politik” khususnya 

terkait visi misi dan program kerja. Menurut Bryan et al, 1998 yang 

memberi penguatan bahwasanya ICT membuka peluang dalam 

meningkatkan penyebaran informasi guna melegitimasi dan 

meningkatkan kesadaran akan keputusan pemerintah dan warga dapat 

memberikan masukan kepada pemerintah. Hal ini sudah terjadi melalui 

media sosial, di mana tanggapanpun secara cepat dapat dijawab. 

“marketing politik” kandidat lebih murah efisien dan melepaskan warga 

dari ketergantungan pasif media masssa. Namun, telah terjadi di 
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Indonesia dalam pemilihan caleg dan presiden dengan pemanfaatan ICT 

digunakan sebagai black campain sehingga perlu adanya aturan tentang 

penggunaan ICT dalam “marketing politik” dan pemahaman warga 

negara terkait etika politik. 

 

2) Metode inkuiri dapat cocok diterapkan dalam kegiatan pembelajaran isu 

sosial politik setelah disesuaikan dengan kemampuan berpikir dan 

lingkungan/konteks kehidupan peserta didik.  

 

Langkah-langkah metode pemecahan masalah dengan mengaplikasikan 

isu sosial politik, pertama perlu mengidentifikasi langkah-langkahnya 

yang meliputi:  

 Mengenal adanya masalah; 

 Mempertimbangkan pendekatan untuk pemecahannya; 

 Memilih dan menerapkan pendekatan-pendekatan tersebut; dan  

 Mencapai solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Yang terpenting dalam penerapan model ini adalah mengajak peserta 

didik mengenal masalah. 

 

3) Metode pemecahan masalah cocok diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran konsep sosial politik pada kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara saat ini penuh dengan masalah-masalah 

kehidupan yang cukup mengkhawatirkan sehingga perlu pemecahan 

masalah dengan mengenal masalahnya terlebih dahulu. 

 

Tes Formatif 2 

 

1) Masalah yang dipilih dalam analisis kasus isu sosial budaya yang 

disesuaikan dengan pola pikir siswa sekolah dasar adalah ‘penggunaan 

bahasa kasar”. Analisis kasus ini pertama-tama kita lihat seberapa besar 

tingkat penggunaan bahasa kasar pada anak sekolah dasar pada 

umumnya. Kemudian, cari penyebabnya dan pemecahannya dapat kita 

analisa berdasarkan teori Talcot Parsons yaitu melalui AGIL. 

a) Adaptation: anak dapat menggunakan bahasa kasar itu karena 

pengaruh lingkungan di sekitar mereka yang terbiasa menggunakan 

bahasa kasar. Oleh karena itu, keberfungsian rumah, masyarakat dan 

sekolah di sini harus mampu memberikan contoh terkait bahasa 

yang baik dan ada aturan yang diterapkan terhadap ketiga sistem 

tersebut. 
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b) Goal Attainment; sampai saat ini antara keluarga, masyarakat, dan 

sekolah belum memiliki tujuan yang sama terkait pembiasaan anak 

untuk berbahasa tidak kasar. Oleh karena itu, tujuan ini harus sejalan 

antara ketiga sistem ini; bahwa bersama-sama bertujuan untuk 

membentuk anak yang beretika. 

c) Integration : sampai saat ini kurang adanya sinergi antara pendidikan 

di sekolah, keluarga dan masyarakat sehingga masih pada taraf 

sekolahlah yang bertanggung jawab dalam pendidikan anak. Oleh 

karena itu, penanaman karakter untuk berbahasa yang sopan harus 

terintegrasi dari tiga sistem tersebut. 

d) Latency : sekolah, keluarga dan masyarakat harus mampu berfungsi 

sebagai pemelihara bahwa penggunaan bahasa itu harus yang baik 

dan benar, dan bertanggung jawab dalam memperbaiki motivasi 

pola-pola individu dari setiap anak dan budayanya. 

 

2) Selain metode inkuiri seperti pada kunci jawaban tes formatif 1, model 

pembelajaran yang cocok adalah model kontekstual learning karena isu-

isu ini selalu kontekstual, menurut Johnson (2003:24) mengiden-

tifikasikan delapan komponen dalam pembelajaran kontekstual yaitu : 

a) making meaningful connections/membuat hubungan penuh makna 

b) doing significant work/melakukan pekerjaan penting 

c) self regulated learning/ belajar mengatur sendiri 

d) collaboration/bekerja sama 

e) critical and creative thingking / berpikir kreatif dan kritis 

f) nurturing the individual/ memelihara individu 

g) reaching high standart/mencapai standar tinggi 

h) using authentic assesment/penggunaan nilai sebenarnya 

 

Pembelajaran kontekstual menurut Bern dan Ericson (2001:4-9) dapat 

diimplementasikan melalui lima pendekatan yaitu : 

a) pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) 

b) pembelajaran kooperatif (cooperative learning) 

c) pembelajaran berbasis proyek 

d) pembelajaran pelayanan 

e) pembelajaran berbasis kerja 
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Glosarium 
 

Adaptation : menyesuaikan diri dengan lingkungan  

 

Amandemen : Perubahan suatu ketentuan atau kebijakan 

 

Aristokrasi : Pemerintahan yang berada di bawah kekuasaan kaum 

bangsawan 

 

Bangsa : Kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara 

 

Bicameral : Sitem perwakilan terdiri dari dua badan, yaitu senat 

dan badan perwakilan 

 

Budaya : Cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya 

secara timbal balik dengan alam dan lingkungan 

hidupnya yang didalamnya sudah tercakup pula segala 

hasil dari cipta, rasa, karsa dan karya 

 

Check and Balance : Saling menguji dan mengadakan perimbangan 

 

Demokrasi : Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat 

 

Diktator : Kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan 

mutlak, biasanya diperoleh melalui kekerasan atau 

dengan cara yang tidak demokratis penerapannya 

 

Eksekutif : Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang 

 

Ekstrateritorial : Daerah yang menurut hukum internasional diakui  

 

Goal Attention : Tujuan utama 

 

Governence : Kepemerintahan 

 

Governing : Pemerintahan 

 

Government : Pemerintah  
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Integration : sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga 

antar hubungan bagian-bagian yang menjadi 

komponennya 

 

Konstitusi : Sekumpulan peraturan yang menetapkan dan 

mengatur pemerintahan. Peraturan-peraturan ini 

bersifat hukum, dan sebagaian lagi bersifat non-

hukum atau ekstra-hukum 

 

Latent : sistem yang mampu memelihara, mengatur pola 

 

Legislatif : Kekuasaan untuk membuat undang-undang 

 

Negara : Suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-

manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan 

yang sama 

 

Parlemen : Badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang 

dipilih dan bertanggungjawab atas perundang-

undangan dan pengendalian anggaran keuangan 

negara  

 

Politik : Bagaimana mendapatkan kekuasaan, mempertahankan 

kekuasaan 

 

Republik  : Bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden 

 

Sosial  : masyarakat atau kemasyarakatan berarti segala 

sesuatu yang bertalian dengan sistem hidup bersama 

atau hidup bermasyarakat 

 

Sistem  : Suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya baik 

yang berupa input (masukan) ataupun output (hasil) 

yang terdapat dalam lingkungan dan diantara unsur-

unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional 

 

Staatsrecht : Hukum Tata Negara 

 

Yudikatif : Kekuasaan untuk mengawasi agar undang-undang 

ditaati 
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